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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1996

TENTANG TENAGA KESEHATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanan ketentuan undang-undang Nomor
23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,  d ipandang per lu

menetapkan Peraturan Pemer intah tentang Tenaga
Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undangNomor23Tahunlgg2tentangKesehatan

(Lembiran Negara Tahun 1992 Nomor 100' Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3a95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TENAGA
KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah iniyang dimaksud dengan :
1. Tenaga Kesehatan adalah s-etiap orang yang mengabdikan diri dalam

bidang kesehatan serta memiliki pengltahuln dan/atau keterarnpilan
melalui pendidikan di bidang kesehltan yang untuk jenis tertentu

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan; -r,rrr
2 .  Sa rana  keseha tan  ada lah  tempa t  yang  d igunaxan  u r r tu^

menyelenggarakan upaya kesehatan;
3. .  Upaya kesehatan aOatan setiap kegiatan untuk memelihara dan

meningkatkan kesehatan yang ditafuXan oleh Pemerintah dan/atau

masyarakat;
4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan'
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BAB II

JENIS TENAGA KESEHATAN

Pasal 2
1) Tenagei kesehatan terdiri dari :

a. tenaga medis:
b. tenaga keperawatan
c. tenaga kefarmasian;
d. tenaga kesehatan masyarakat;
e. tenaga gizi;
f. tenaga keteraPian fisik:
g. ten-aga keteknisan medis.

(2) Tenaga'medis meliputi dokter dan dokter gigi.
(3) Tenaga keperawatan meliputi perawatdan bidan.
{4) Tenaga kefarmasian meliputi apoteker. analis farmasi dan asisten

apoteker.
(5) Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan.

ontomolog kesehatan. mikrobiolog kesehatan. penyuluh kesehatan. ad-
ministrator kesehatan dan sanitarian.

(6) Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan ditisien.
(7) Tenaga keterapian fisik meliputifisioterapis. okupasiterapis dan terapis

wicara.
(8) Tenagaketeknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisigigi,

teknisi elektromedis, analis kesehatan. refraksionis optisien. otorik
prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 3
Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang
kesehatan lang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan.

Pasal 4
(1) Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah

tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki ijin dari Menteri.
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(2\ Dikecualikan dari pemilikan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1t1

bagi tenaga kesehatan masyarakat'
(3) Keientuan lebih lanjut mengenai perijinan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diatur oleh Menter i .

Pasal 5
(1) Selain i j in sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( l ) ,  tenaga med6

dan tenaga kefarmasian lulusan dari  lembaga pendidikan di  luar negen

hanyadapatmelakukanupayakesehatansete |ahyangbersangkutan
melakukan adaPtasi '

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai adaptasi sebagaimana dimaksud dalarn

ayat ( l )  diatur oleh Menter ' .  
"O, ,U

PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENEMPATAN
Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6
(1) Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan di laksanakan unlux

memenuhi Kebuiuhan tenaga kesehatan yang merata bagi seluruh

masYarakat.
(2) Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan di laksanakan sesuar

dengan perencanaan nasional tenaga kesehatan'
(3) perencanaan nasionaltenaga kesehatandisusundengan memperhat ikar

faktor :
a.  jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;

b. Sarana kesehatan;
c. jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhar

pelaYanan kesehatan.
(4) perencanaan nasional tenaga kesehatan sebagaiman dimaksud dalarr

ayal (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri'

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 7
pengadaan tenaga kesehatan di lakukan melalui  pendidikan dan pelat ihan J

b idang kesehatan .


